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KEMENTERIAN KEUANGAN. Instansi Vertikal.
Ditjen Pajak. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.01/2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi,

pelayanan, pengawasan, dan penerimaan perpajakan,
perlu menambahkan fungsi pengawasan intern pada
setiap instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 22
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Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan,;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.01/2012;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/2670/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 24 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a.

pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan
dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan
program aplikasi, dan pembuatan back-up data;

pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-
Filing;
pemberian bimbingan teknis konsultasi;

pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;

bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis
pemenuhan kewajiban perpajakan;

pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;

pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau
alat keterangan, serta penyajian informasi;

pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat
keterangan; dan

pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi
penerimaan perpajakan.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan
pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan
dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi,
pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan, dan
perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing.

Seksi Bimbingan Konsultasi mempunyai tugas melakukan
pemberian bimbingan teknis konsultasi dan teknis intensifikasi,
bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis
pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pengelolaan kinerja di
lingkungan Kantor Wilayah.

Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau
alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan
terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan, melakukan
bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan
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pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi
penerimaan perpajakan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai
tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan
pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan
pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional
pemeriksa pajak (peer review), bantuan pelaksanaan penagihan,
pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan
bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, penyiapan
bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan
risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut
hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses
bisnis.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

menyelenggarakan fungsi:
a. bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
b. bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

c. pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan
pajak;

d. pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan;

e. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional
pemeriksa pajak (peer review);
f. bantuan pelaksanaan penagihan;

g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan
pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah; dan

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan
proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 16
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri atas:
a. Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Administrasi Penyidikan; dan
c. Seksi Bimbingan Penagihan.
Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi
pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis
pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan
pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review), pemantauan
pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap
kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta
penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

(2) Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas melakukan
urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, serta
pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaan bukti
permulaan dan penyidikan.

(3) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan
bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan
pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan
pelaksanaan penagihan pajak.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan
dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan
program aplikasi, dan pembuatan back-up data;

b. pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-
Filing;
c. pemberian bimbingan teknis konsultasi;

pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;

e. bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis
pemenuhan kewajiban perpajakan;
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